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Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 

TAHUN 2019 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN  

GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA YANG BERSUMBER  

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 

yang telah ditetapkan statusnya sebagai kedaruratan 

kesehatan masyarakat sebagai bencana nasional, 

menyebabkan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali 

Kota serentak Tahun 2020 ditunda tahapan 

penyelenggaraan pemilihan dan akan dilakukan 

pemilihan lanjutan,   dimulai dari tahapan 

penyelenggaraan pemilihan yang ditunda;  

b.  bahwa penundaan tahapan penyelenggaraan pemilihan 

lanjutan atau pemilihan serentak sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, berdampak pada penyesuaian 

pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja daerah;  

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 
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tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6512); 
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5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

460); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN 

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) diubah sebagai 
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berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya 

disingkat KPU Provinsi adalah lembaga 

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang 

diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang 

selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah 

lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang 

bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan 

umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai 

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan 

tugas dan wewenang dalam pengawasan 

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah 

lembaga penyelenggara pemilihan umum 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
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yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan 

umum yang diberikan tugas menyelenggarakan 

pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota 

dan wakil wali kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota 

adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan 

pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota. 

7. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang 

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk 

memilih gubernur dan wakil gubernur, dan 

kabupaten/kota untuk memilih bupati dan wakil 

bupati serta wali kota dan wakil wali kota secara 

langsung dan demokratis. 

8. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan 

dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, 

pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, 

serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi 

kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah 

yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda 

atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda 

Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. 

11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut 

Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan 

bupati/wali kota. 

12. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak 

atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima 

Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan 


